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PRESIDEM
REPUBLIK IMNDOMESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG

TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa ddam rangka melaksanakan ketentuan Pasd 34 ayat (3)
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asas
Manusia, perlu menetgpkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara
Perlindungan terhadep Korban dan Seks Ddam Peanggaran Hak
Asas Manusiayang berat.

Mengingat: 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengedilan Hak
Asss Manusa (Lembaran Negaa Republik Indonesa Tahun
2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG
BERAT.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ddam Perauran Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan addah suatu bentuk pelayanan yang waib dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum atau gparat keamanan untuk memberikan rasa aman bak figk
maupun mental, kepada korban dan saks, dari ancaman, gangguan, teror, dan
kekerasan dari pihak mangpun, yang diberikan pada tahap penyeidikan,
penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di Sdang pengadilan.

2. Korban addah orang perseorangan atau kdlompok orang yang mengalami
penderitaan sebagal akibat pdanggaran hak asad manusa yang berat yang
memerlukan perlindungan fisk dan mentd dari ancaman, gangguan, teror, dan

kekerasan dari pihak manapun.

3. Skd addah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di Sdang pengadilan
tentang perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat yang ia dengar sendiri,
lihat sendiri, dan dami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisk dan mentd

dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

4. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan
memaksa yang betuuan menghdang-hdangi atau mencegah seseorang,
sehingga bak langsung atau tidak langsung mengekibatkan orang tersebut tidak



dgpat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penydidikan,
penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di Sdang pengadilan.

Pasal 2
(1) Setigp korban atau saks ddam peanggaran hak asas manusia yang berat berhak
memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

(2) Perlindungan oleh agparat penegak hukum dan gparat keamanan sebagamana
dimeksud ddam aya (1) diberikan sgak tahgp penydidikan, penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di Sdang pengadilan.

Pasal 3
Perlindungan sebagamana dimaksud ddam Pasd 2, wgib dilaksanakan oleh agparat
penegak hukum dan aparat keamanan.

BAB II
BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 4
Perlindungan sebagaimana dimaksud daam Pasa 2 mdiputi:

a. pelindungan atas keamanan pribadi korban atau saks dari ancaman fisk dan
mentd,;

b. perahasiaan identitas korban atau saksi;

C. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sdang pengadilan tanpa bertatap

muka dengan tersangka.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 5
(1) Perlindungan terhadap korban dan saks dilakukan berdasarkan:

a. inigdif gparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan aau
b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saks.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :
a. Komis Nasona Hak Asas Manusa, pada tahap penydidikan;
b. Kegaksaan, padatahap penyidikan dan penuntutan;
c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.

(3) Permohonan sebagaimana dimeksud ddam ayat (2) disampakan lebih lanjut
kepada gparat keamanan untuk ditindaklanjuti.

(4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat

keamanan.

Pasal 6
Setelah menerima  permohonan  sebagaimana dimeksud dadam Pasd 5, aparat
penegak hukum atau gparat keamanan meakukan:

a. klarifikas atas kebenaran permohonan; dan

b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Pasal 7
(1) Pemberian perlindungan terhadap korban dan saks dihentikan gpabila:

a. aas permohonan yang bersangkutan;

b. korban dan atau saks meninggd dunia; atau



C. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau gparat keamanan,
perlindungan tidek diperlukan lagi.
(2) Penghentian perlindungan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) huruf ¢, harus
diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan daam waktu pding
lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8
(1) Korban dan saks tidak dikenakan biaya gpapun atas perlindungan yang diberikan
kepada dirinya.
(2) Segda biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban
dan saks dibebankan pada anggaran masing-meding indand agparat  penegak

hukum atau aparat keamanan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku padatanggd diundangkan.

Agar stigp orang  mengetahuinya, memerintehkan  pengundangan  Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
padatangga 13 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatangga 13 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Tanda tangan

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

L. UMUM

Ddam proses peradilan pidana, sdah sau dat bukti yang penting addah kesaksan
orang yang mendengar, meliha, dan mengdami sendiri tindek pidana Demikian
pentingnya poss keterangan sskd sebagal da bukti yang utama terlinat dengan
ditempatkannya saks dadam deretan pertama dat bukti ddam Pasa 184 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Daam proses peradilan peanggaran hek asas manusia yang berat, sesua dengan
Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan
sks pelu dbeikan pelindungan bak fisk maupun mentd dai  ancaman,
gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak mangpun. Dengan jaminan pemberian
perlindungan tersebut dihargpkan bak korban maupun ssks dapat memberikan
keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asas
manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.

Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka
sesua dengan ketentuan Pasd 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000,
perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas



Pasd 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimeksud “pemerikssan di Sdang pengadilan” addah  proses
pemeriksaan pada ddang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau
Mahkamah Agung.
Pasd 3
Cukup jelas
Pasd 4
Cukup jelas
Pasd 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud inidatif aparat penegak hukum atau gparat keamanan adalah
tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan
gparat bahwa korban dan saks perlu segeradilindungi.
Inisatif tersebut dapat berasal dari 1aporan masyarakat.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Permohonan perlindungan yang digukan pada tahep tertentu sebagaimana
dimeksud ddam ayat ini, sekaigus merupakan permohonan untuk tahap
berikutnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasd 6
Cukup jelas



Pasd 7

Cukup jelas
Pasd 8

Cukup jelas
Pasd 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4171



